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Tesisini menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Edward 111, tesis ini melihat
kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan
implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan data kualitatif.
Kesimpulan penelitian yaitu implementasi kebijakan KIP berjalan kurang baik pada tahap operasional,
dimana kebijakan tidak dilaksanakan sesual aturan dan tidak ada prosedur operational standar pelayanan
informasi publik; sertafaktor penghambat keberhasilan implementasi yaitu komunikasi yang kurang efektif
antarpihak yang terlibat, disposisi yang kurang, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil.
Tindakan yang disarankan adalah penetapan prosedur operasional standar, pelaksanaan uji konsekuens atas
penetapan jenisinformasi yang dikecualikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terampil, serta
perubahan struktur organisasi.

<hr><i>This thesis focus on the implementation of the policy of public disclosure in Coordinating Ministry
for Economic Affairs. Using the theory proposed by Edward |11, this thesis analyzed the implementation of
public disclosure policy compared to how should the policy implemented, then identify its constraint. It uses
post-positivism approach supported by qualitative data.

The research concludes that: implementation of public disclosure policy did not run well at the operational
level, where the policy did not executed based on the regulation, and there is no standard operating
procedures, and also there are several factors that hinder the successful implementation: lack of effective
communication, disposition, and skilled human resources.

Based on this conclusion, it was suggested to establish the standard operating procedures, test of
consequence for classified information, improving capacity for skilled human resources, as well as changing
the organizational structure of the Ministry.</i>
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